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. UMUM

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak seluruh
rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraannya secara adil dan merata dalam segala aspek
kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan
dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur,
baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pangan
merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan
pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat
Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman,
bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh
daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama,
keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu
diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan pelindungan,
baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi
pangan.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan
berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan,
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Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa
dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat
sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan
untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri, tidak dapat
didikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha Pangan
mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan
usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan
konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam
negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara
optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus
diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada
pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan
pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta
(ili) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup
sehat, aktif, dan produktif.

Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan
sumber  daya lokal secara  optimal dilakukan dengan
Penganekaragaman Pangan dan pengutamaan Produksi Pangan dalam
negeri. Pewujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan
ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga
Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan
pendistribusian Pangan Pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi
Pangan dan Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang
berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan
pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan
yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan
Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.

Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses
Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi
Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan
terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan,
penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan
Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang
dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi
Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau
proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau
membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan
bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama
apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik
terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang Yyang
mengonsumsi Pangan tersebut.

Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai
setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan
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mengonsumsi Pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal,
keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang
diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan
ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat
dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

Keberlanjutan dalam pewujudan Kedaulatan Pangan, Kemandirian
Pangan, dan Ketahanan Pangan bergantung kepada kemampuan
bangsa dan negara dalam menciptakan inovasi teknologi di bidang
Pangan serta mendiseminasikannya kepada Pelaku Usaha Pangan.
Oleh karena itu, Pemerintah wajib melakukan penelitian dan
pengembangan Pangan secara terus-menerus, dan mendorong serta
menyinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan Pangan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga
penelitian, Pelaku Usaha Pangan, dan masyarakat.

Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan
Ketahanan Pangan, diperlukan kelembagaan Pangan yang memiliki
kewenangan dalam membangun koordinasi, integrasi, dan sinergi
lintas sektor. Kelembagaan tersebut melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Pangan, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan
Ketahanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta melalui
pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi Pangan,
penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat, pencegahan dan
penanggulangan rawan Pangan dan Gizi, penyampaian informasi dan

pengetahuan Pangan dan Gizi, pengawasan kelancaran
penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan,
Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan, dan/atau

peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga. Masyarakat dapat
juga menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian
masalah Pangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan
hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan
Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, konsumsi
Pangan dan Gizi, Keamanan Pangan, label dan iklan Pangan,
pengawasan, sistem informasi Pangan, penelitian dan pengembangan
Pangan, kelembagaan Pangan, peran serta masyarakat, dan
penyidikan.

Undang-Undang tentang Pangan ini menyesuaikan dengan
perkembangan eksternal dan internal mengenai Pangan di Indonesia,
seperti demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum,
dan kondisi aktual masyarakat Indonesia.
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Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa
Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi
kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir
maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh
seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan
tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang
di dalam negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa
Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh
dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada
tingkat perseorangan secara merata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa
Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara
konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan
sumber daya alam yang menjamin  peningkatan
kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa
Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan
kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua
warga negara.
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Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

No. 5360

Yang dimaksud dengan "masyarakat rawan Pangan” adalah
masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan
untuk memperoleh Pangan yang cukup dan sesuai untuk
hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat
miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau
masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak
terjangkau akses Pangan.

Yang dimaksud dengan “masyarakat rawan Gizi” adalah
masyarakat yang paling mudah mengalami gangguan
kesehatan atau kekurangan Gizi. Kelompok rawan Gizi ini
pada umumnya berhubungan dengan proses kehidupan
manusia yang terdiri atas kelompok umur tertentu dalam
siklus kehidupan manusia yang meliputi bayi, balita, ibu
hamil dan menyusui serta anak usia sekolah, remaja, dan
lansia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Daya dukung sumber daya alam, antara lain, lahan, air,
genetik, dan iklim.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan "sarana Penyelenggaraan Pangan”
adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk
meningkatkan Produksi Pangan, antara lain, berupa bibit,
benih, pupuk, pakan, bahan pengendali organisme
pengganggu tumbuhan, dan/atau pengendali wabah penyakit
hewan dan ikan.

Yang dimaksud dengan “prasarana Penyelenggaraan Pangan”
adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
untuk meningkatkan Produksi Pangan, antara lain, berupa
jaringan irigasi, jalan penghubung, gudang berpendingin,
gudang yang memenuhi persyaratan teknis, alat tangkap
ikan, kapal, dan/atau pelabuhan.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
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Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “untuk keperluan lain” adalah
penggunaan kelebihan Produksi Pangan selain untuk
konsumsi, antara lain, untuk pakan, bahan baku energi,
industri, dan/atau ekspor.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing,
antara lain, berupa kebijakan pungutan yang tumpang tindih
atau besaran pungutan yang memberatkan Petani, Nelayan,
Pembudi Daya lkan, dan Pelaku Usaha Pangan.

Huruf d
Cukup jelas.
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Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “kelembagaan Pangan masyarakat”
adalah organisasi dan/atau norma Penyelenggaraan Pangan yang
berlaku di masyarakat.

Pasal 22
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah
perubahan pola dan intensitas unsur iklim, khususnya
suhu dan curah hujan pada kondisi periode waktu
tertentu terhadap kondisi normal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu
tumbuhan” adalah serangan organisme yang dapat
merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan
kematian tumbuhan.

Yang dimaksud dengan “wabah penyakit hewan dan
ikan” adalah penyakit hewan dan ikan yang dapat
menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat,
dan/atau kematian hewan atau ikan yang tinggi dalam
waktu cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana
yang diakibatkan oleh peristiwva atau serangkaian
peristiwva yang diakibatkan oleh alam, antara lain,
berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana
yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas
masyarakat, dan/atau teror.
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Huruf e

Yang dimaksud dengan “pencemaran lingkungan” adalah
masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi,
dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh
kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu
lingkungan yang telah ditetapkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “degradasi sumber daya lahan
dan air” adalah penurunan kualitas dan kuantitas
sumber daya lahan dan air.

Huruf g

Kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan
misalnya pemanfaatan lahan yang seharusnya untuk
Produksi Pangan, tetapi digunakan untuk keperluan lain
di luar Produksi Pangan karena memiliki nilai ekonomi
yang lebih tinggi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “alih fungsi penggunaan lahan”
adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan
lahan pertanian, baik secara tetap maupun sementara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “disinsentif ekonomi” adalah
kondisi ekonomi yang tidak mendukung peningkatan
Produksi Pangan nasional, misalnya, ketidakstabilan
harga Pangan, persaingan yang tidak adil terhadap
komoditas Pangan, dan/atau kebijakan yang berdampak
negatif pada upaya peningkatan Produksi Pangan dalam
negeri, misalnya, pembebasan tarif Impor Pangan atau
pengenaan pungutan yang berlebihan.

Ayat (2)

Pasal 23

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah kondisi
yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah

atau menghindari, antara lain, bencana alam, paceklik yang
hebat, atau konflik sosial.

Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pangan Pokok tertentu” adalah
Pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar
masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan

harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi
dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Ayat (2)
Tingkat kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah dihitung
dengan memperhatikan antara lain kemampuan produksi,
jumlah dan sebaran penduduk, pola konsumsi, tingkat
konsumsi perkapita, dan dinamika pasar internasional.

Perhitungan tingkat kebutuhan tersebut ditetapkan secara
berkala.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
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Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Ayat (1)

Tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat, antara lain Pangan yang memenuhi persyaratan
halal bagi umat Islam atau Pangan yang dilarang dikonsumsi
menurut agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di
Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
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Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)

12

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sarana distribusi Pangan” adalah
segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk
kelancaran distribusi Pangan.

Dalam rangka meningkatkan keterjangkauan fisik dan
ekonomi terhadap Pangan, penyediaan dan pengembangan
sarana distribusi Pangan diutamakan untuk daerah
terpencil, tertinggal, dan tidak terjangkau masyarakat, antara
lain, berupa angkutan laut, darat, dan udara.

Yang dimaksud dengan “prasarana distribusi Pangan” adalah
segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk
meningkatkan kelancaran distribusi Pangan, antara lain,
berupa gudang, pelabuhan, dan jalan.

Ayat (4)

Pasal 50

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “stabilisasi pasokan Pangan
Pokok” adalah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk
menjaga Ketersediaan Pangan Pokok, antara lain, melalui
Cadangan Pangan Pemerintah.
Yang dimaksud dengan “stabilisasi harga Pangan Pokok”
adalah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga
kestabilan harga Pangan Pokok, antara lain, melalui
operasi pasar, kebijakan tarif, kuota impor, Bantuan
Pangan, dan/atau distribusi Pangan bersubsidi untuk
kelompok masyarakat tertentu.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53

Yang dimaksud dengan “menimbun” adalah menyimpan melebihi
batas yang diperbolehkan dengan maksud untuk memperoleh
keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi
mahal dan/atau melambung tinggi.

Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas.
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Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Huruf a

Yang dimaksud dengan “angka kecukupan Gizi” adalah
besarnya zat Gizi yang diperlukan oleh perseorangan dalam
satu populasi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62

Pencapaian nilai komposisi pola Pangan dan Gizi seimbang,
antara lain, diukur dengan berpedoman pada Gizi seimbang.
Pasal 63
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “status Gizi” adalah suatu keadaan
tubuh yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan
zat Gizi dan kebutuhannya. Keseimbangan tersebut dapat
dilihat dari variabel pertumbuhan, yaitu berat badan, tinggi
badan/panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan
panjang tungkai.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 64
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pangan Olahan tertentu” adalah
Pangan Olahan untuk konsumsi bagi kelompok tertentu,
misalnya, formula untuk bayi, Pangan yang diperuntukkan
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ibu hamil atau menyusui, Pangan khusus bagi penderita
penyakit tertentu, atau Pangan Olahan lain yang mempunyai
pengaruh besar terhadap perkembangan kualitas kesehatan
manusia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66

Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rantai Pangan” adalah urutan
tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan,
distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu Pangan dan
bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi,
termasuk bahan yang berhubungan dengan Pangan hingga
Pangan siap dikonsumsi.

Yang dimaksud dengan “secara terpadu” adalah
penyelenggaraan Keamanan Pangan harus dilaksanakan
secara terpadu dan sinergis oleh semua pemangku
kepentingan pada setiap rantai Pangan.

Ayat (2)
Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan

Pangan dilakukan antara lain, dengan berbasis analisis
risiko.

Analisis risiko merupakan proses pengambilan keputusan
yang dilakukan secara sistematis dan transparan
berdasarkan informasi ilmiah yang meliputi manajemen
risiko, kajian risiko, dan komunikasi risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)
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Pasal 69

16

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan diberikan
kepada Petani, Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Pelaku
Usaha Pangan yang menyelenggarakan sistem jaminan mutu.

Sistem jaminan mutu merupakan upaya menghasilkan
Pangan yang aman dan bermutu vyang lazimnya
diselenggarakan sejak awal kegiatan Produksi Pangan sampai
dengan siap untuk diperdagangkan.

Huruf g

Pasal 70

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pengertian Persyaratan Sanitasi mencakup pengertian
persyaratan higienis.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
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Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Sifat Pangan, antara lain, rasa dan warna Pangan.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Ayat (1)
Huruf a

Penggunaan bahan tambahan Pangan dalam produk
Pangan yang tidak mempunyai risiko terhadap kesehatan
manusia dapat dibenarkan karena lazim digunakan.
Namun, penggunaan bahan tambahan Pangan yang
melampaui ambang batas maksimal tidak dibenarkan
karena merugikan atau membahayakan kesehatan
manusia.

Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bahan baku" adalah bahan utama
yang dipakai dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan,
yang dapat berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, atau
bahan jadi.

Yang dimaksud dengan "bahan lain" adalah bahan yang tidak
termasuk bahan baku maupun bahan tambahan Pangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.
Pasal 79

Cukup jelas.
Pasal 80

Cukup jelas.
Pasal 81

Cukup jelas.
Pasal 82

Cukup jelas.
Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kemasan akhir Pangan" adalah
kemasan yang digunakan untuk mengemas produk Pangan
pada tahap akhir proses atau kegiatan produksi yang siap
diperdagangkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar Keamanan Pangan dan
Mutu Pangan” adalah spesifikasi atau persyaratan teknis
yang dibakukan tentang Keamanan Pangan dan Mutu
Pangan, misalnya, bentuk, warna, rasa, bau, atau komposisi
yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
aspek lain yang terkait. Standar Keamanan Pangan dan Mutu
Pangan mencakup Pangan Olahan dan Pangan Segar.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Pangan Olahan tertentu” adalah
pangan olahan yang dibuat oleh industri rumah tangga
Pangan, yaitu industri Pangan yang memiliki tempat usaha di
tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga
semi otomatis.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 92
Ayat (1)

Pengawasan dan pencegahan dilakukan antara lain dengan
menetapkan ambang batas maksimal cemaran yang
diperbolehkan.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
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Yang dimaksud dengan “keterangan mengenai asal usul
bahan Pangan” adalah penjelasan mengenai informasi
asal bahan tertentu, misalnya, bahan yang bersumber,
mengandung, atau berasal dari hewan atau Pangan yang
diproduksi melalui proses khusus, misalnya, Rekayasa
Genetik Pangan atau Iradiasi Pangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
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Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menyangkut kepentingan negara”
adalah informasi yang dapat membahayakan negara yang
berkaitan dengan Cadangan Pangan Nasional, perlindungan
usaha dari persaingan usaha tidak sehat, dan/atau yang
diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.


http://www.djpp.depkumham.go.id

23 No. 5360

Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Ayat (1)

Orang asing dalam ketentuan ini antara lain, perguruan
tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing,
badan usaha asing, dan/atau perseorangan asing.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125

Yang dimaksud dengan “teknologi unggul” adalah teknologi yang
mampu mendukung peningkatan produksi, produktivitas,
ketersediaan dan keanekaragaman Pangan dan Gizi, efisiensi,
daya saing produk, dan usaha Pangan.

Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
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Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.
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Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.
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